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ABSTRACT

In forest management unit (FEMU) operationalization, stakeholders are skeptical on the legitimacy of FMU policy,
happening along their interaction. This interaction conld enconrage or inhibit the FMU policy adoption. This study goals is to analyze
the MU operationalization process and its influencing factors. Operationalization process is analyzed by analysis of qualitative
descriptive based on stage of implementation and confirmation. Stakeholders interaction are analyzed by IDS method i.e. interaction
between disconrse/ narrative, actors/ networks and politics/ interest. The results showed that FMU policy hasn't been fully recognized
by stakebolders. Factors that affect the FMU policy operationalization are the clarity and adequacy of FMU authority, legitimacy of
FMU policy and managements rights, the stakeholders support related to legality (regional policy) and action, and psychological
barriers and trusts. Indicative strategies to overcome obstacles of the FMU operationalization are to establish and maintain the trust
of stakeholders to support FMU operationalization bycommitment to a common goal in the FMU establishment, activity allocation
suttable to the adopter needs, and participatory planning.

Keywords: Forest management unit, operationalization policy adoption, confirmation, legitimacy.

ABSTRAK

Dalam operasionalisasi KPH terdapat keraguan stakeholders terhadap legitimasi kebijakan KPH. Keraguan
ini diperoleh dari interaksi stakeholders dalam operasionalisasi KPH. Hasil interaksi ini dapat mendukung atau
menghambat adopsi kebijakan KPH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses operasionalisasi KPH
dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Proses operasionalisasi dianalisis menggunakan analisis deskriptif
kualitatif berdasarkan tahap implementasi dan konfirmasi. Interaksi stakeholders dianalisis dengan metode IDS
yaitu interaksi antara discourse/ narrative, actors/ networks dan politics/ interest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kebijakan KPH belum sepenuhnya diakui oleh stakebolders sehingga berimplikasi terhadap operasionalisasi di
lapangan. Faktor-faktor yang memengaruhi operasionalisasi kebijakan KPH adalah kejelasan dan ketercukupan
kewenangan KPH, legitimasi kebijakan KPH dan hak kelolanya, dukungan stakebolders terkait legalitas (kebijakan
daerah) dan tindakan (aksi) serta hambatan psikologis dan #wust. Strategi indikatif untuk mengatasi hambatan
operasionalisasi KPH adalah membangun dan memelihara kepercayaan stakeholders guna mendukung
operasionalisasi KPH (komitmen pada tujuan bersama dalam membangun KPH, alokasi kegiatan tepat sasaran
dan sesuai dengan kebutuhan adoprerserta perencanaan partisipatif).

Kata kunci: Kesatuan pengelolaan hutan, operasionalisasi adopsi kebijakan, konfirmasi, legitimasi.
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I. PENDAHULUAN

Lebih dari empat dekade sistem pengelolaan
hutan di Indonesia berorientasi pada kegiatan
”pengusahaan hutan” (Ngadiono, 2004). Lan-
dasan hukum kegiatan ini adalah Undang-Undang
(UU) No. 5 tahun 1967, yang dalam pemahaman-
nya telah berimplikasi pada maraknya pemberian
jjin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan
mengesampingkan kegiatan pengelolaan hutan.
Sejak tahun 1967-1980, konsesi hutan diberikan
kepada 519 HPH seluas = 53 juta ha yang
dilakukan tanpa prosedur lelang (Kartodihardjo &
Jhamtani, 2006). Hal ini mengakibatkan
kerusakan hutan, masalah lingkungan dan sosial.
Data Badan Planologi Kehutanan tahun 2008
(Ekawati, 2013) menunjukkan bahwa laju defores-
tasi hutan di Indonesia selama periode 2003-2006
mencapai 166.800 ha atau 55.600 ha/tahun, terdiri
dari 49% hutan produksi, 35% areal penggunaan
lain, 11% hutan lindung dan 5% hutan konservasi.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupa-
kan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi
pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola
secara efisien dan lestari, terdiri dari hutan
konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.
KPH dibentuk berdasarkan amanat UU No. 41
tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6
tahun 2007. Berdasarkan kedua kebijakan ter-
sebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyusun
Rancang Bangun KPH dan Acion Plan KPH
Provinsi Lampung melalui surat Gubernur
Lampung No. 522/4577/111.16/2009. Kepu-
tusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No. 68/
Menhut-11/2010 merupakan dasar penetapan
wilayah KPH di Provinsi Lampung yaitu sembilan
unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
(KPHL) dan tujuh unit Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP).

KPHL Batutegi merupakan KPH provinsi de-
ngan luas £ 58.174 ha dan * 95% kawasannya
telah beralih fungsi menjadi areal pertanian lahan
kering/kebun campuran/semak belukar. KPHL
Kota Agung Utara merupakan KPH kabupaten
dengan luas * 56.020 ha. Tutupan hutan % 8,82%,
sedangkan 91,18% berupa non hutan. KPHP
Register 47 Way Terusan dengan wilayah kelola £
12.500 ha terdiri dari 8% berhutan, 52% tidak
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berhutan dan rawa 40%. Kondisi ini mengindi-
kasikan bahwa pemerintah belum berhasil
mengelola hutan melalui kebijakan-kebijakannya.

Penyebab kegagalan kebijakan adalah adanya
keterbatasan pengetahuan tentang kebijakan
tersebut, keterbatasan sumberdaya, keadaan yang
tak terduga, resistensi selama proses kebijakan,
dan liku-liku proses politik (Birkland, 2001).
Faktor-faktor ini dapat berpengaruh pada keber-
hasilan atau kegagalan implementasi kebijakan
yang berimplikasi pada munculnya konfirmasi
kebijakan (KPH) sehingga memengaruhi proses
adopsinya. Lima hambatan operasionalisasi
kebijakan KPH meliputi masalah transformasi
paradigma pemanfaatan ke pengelolaan hutan,
pengaruh biaya transaksi perizinan, proses transisi
regulasi dan sosialisasi KPH, infrastruktur dan
SDM serta masalah ukuran kinerja pembangunan
(Kartodihardjo & Nugroho, 2014).

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan
strategi operasionalisasi kebijakan KPH melalui
analisis terhadap proses operasionalisasi dan
faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-
faktor ini dapat mendukung maupun meng-
hambat proses operasionalisasi KPH di Provinsi
Lampung. Strategi indikatif diperlukan guna
mengantisipasi atau mengatasi hambatan dalam
proses operasionalisasi kebijakan KPH di Provinsi
Lampung,

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Konseptual

Dalam proses pengambilan keputusan ino-
vasi, seorang individu atau unit pengambilan
keputusan akan melalui lima tahap yaitu knowledge,
persuasion, decision, implementation dan confirmation
(Rogers, 2003). Proses pengambilan keputusan
kebijakan (inovasi) tidaklah berhenti ketika kebi-
jakan sudah diadopsi (dalam proses internalisasi),
namun ada proses berikutnya yaitu tahap opera-
sionalisasi kebijakan. Mengacu pada pendapat
Rogers maka tahap operasionalisasi kebijakan
KPH dalam penelitian ini meliputi tahap imple-
mentasi dan tahap konfirmasi.

Soekanto dalam Julijanti (2005) mendefinisi-
kan inovasi sebagai suatu proses sosial dan
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kebudayaan yang besar dan terjadi dalam jangka
waktu yang tidak terlalu lama. Proses ini meliputi
suatu penemuan baru (discovery), jalannya unsur
kebudayan baru yang tersebar di masyarakat dan
cara-cara kebudayaan baru tersebut diterima,
dipelajari dan akhirnya dipakai dalam masyarakat
yang bersangkutan (penemuan yang telah diakui
oleh masyarakat/invention). Rogers (2003)
mengatakan bahwa inovasi adalah ide, praktik dan
obyek yang dirasakan (dialami) oleh individu atau
unit adopsi lainnya, sementara adopsi menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan
sebagal penerimaan suatu usul atau laporan.

Implementasi terjadi ketika seorang individu
(unit pengambilan keputusan) mulai mengguna-
kan ide baru (inovasi) tersebut (Rogers, 2003).
Tahap konfirmasi tidak akan terjadi selama dalam
tahap implementasinya tidak muncul keraguan
stakeholders terhadap kebijakan KPH. Keber-
hasilan dan kegagalan suatu kebijakan tergantung
pada tahap implementasinya, karena implemen-
tasi suatu kebijakan tidak menjamin bahwa
kebijakan tersebut akan terus diadopsi. Edward
IIT  dalam Subarsono (2011) mengemukakan
empat faktor yang memengaruhi implementasi
kebijakan yaitu komunikasi (communications),
sumberdaya (resources), disposisi-disposisi atau
sikap-sikap pelaksana (dispositions or attitudes) dan
struktur birokrasi (bureancratic structure). Keempat
faktor ini saling berkaitan erat sehingga dalam
pelaksanaannya harus dilakukan secara simultan.
Tahap implementasi pada organisasi akan lebih
sulit dibandingkan pada tingkat individu. Hal ini
terkait dengan karakteristik inovasi, yang menurut
Rogers (2003) ada lima vyaitu relative advantage,
compatibility, complexity, trialibility dan observability.
Umumnya ketika ide baru (inovasi) telah diadopsi
dan “melembaga” maka tahap implementasi
berakhir.

Konfirmasi terjadi ketika seorang individu
mencari penguatan terhadap keputusan inovasi
yang sudah dibuat, tetapi ia dapat membalikkan
keputusan sebelumnya jika terkena pesan yang
bertentangan dengan inovasi tersebut (Rogers,
2003). Pada tahap ini, individu (unit pengambilan
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keputusan) berada pada situasi untuk terus
mengadopsi atau menghentikan adopsi kebijakan
KPH. Hal ini tergantung pada kemampuannya
dalam mengurangi atau menghilangkan kondisi
disonansi (ketidakseimbangan internal) yang
menerpanya. Disonansi dapat dikurangi dengan
mengubah perilaku individu (unit pengambilan
keputusan) melalui pengetahuan, sikap dan
tindakan (Rogers, 2003). Peran agen perubahan
sangat dibutuhkan untuk mengawal proses adopsi
kebijakan KPH. Kerangka konseptual penelitian
dibangun berdasarkan landasan teoritik dan
metode analisis yang antara lain dikembangkan
oleh International Development Studies/IDS (2006)
untuk lebih memahami proses operasionalisasi
kebijakan KPH (Gambar 1).

B. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan mulai Oktober 2012-
Oktober 2013. Lokasi penelitian dipilih secara pur-
posive yaitu KPH di Provinsi Lampung meliputi:
1) KPH provinsi (KPHL Batutegi terdiri dari
Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah,
Pringsewu dan Lampung Barat); 2) KPH
kabupaten (KPHL Kota Agung Utara, Kabupaten
Tanggamus dan KPHP Reg 47 Way Terusan
Kabupaten Lampung Tengah). Wawancara
dilakukan melalui teknik szowball dengan
sebelumnya menentukan informan kunci yaitu
KPHL Batutegi, KPHIL. Kota Agung Utara dan
KPHP Reg 47 Way Terusan. Stakeholders penelitian
meliputi Sekretatiat Daerah, DPRD Provinsi/
Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten, KPHL
Batutegi, KPHL Kota Agung Utara, KPHP Reg
47 Way Terusan, profesional, lembaga swadaya
masyarakat, akademisi, media dan masyarakat.
Data primer diperoleh melalui wawancara
mendalam, observasi dan studi dokumen (Patton,
2002). Data yang dikumpulkan adalah sejarah
pembangunan KPH, dokumen kebijakan daerah,
dokumen publikasi KPH dan dokumen pen-
dukung penelitian lainnya.

69



Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Vol. 12 No. 1, April 2015 : 67 - 88

—  Operasionalisasi kebijakan KPH

1

Implementasi »| Adopsi KPH
Analisis :
» - Isi kualitatif
- Interaksi (IDS, 20006)
- Deskriptif
v
Konfirmasi
Responstakeholders
Terus adopsi KPH :

Strategi komunikasi =

Sumber: Modifikasi dati teoti Diffusion of Innovation (Rogers, 2003) dan analisis IDS (2000).

Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian.
Figure 1. Conceptual framework of research.

C. Analisis Data

Operasionalisasi kebijakan KPH dianalisis de-
ngan menggunakan analisis retrospektif dan
analisis interaksi. Analisis kebijakan retrospektif
(ex post) adalah penciptaan dan transformasi
informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan
(Dunn, 2000). Perkembangan operasionalisasi
kebijakan KPH dituangkan dalam bentuk grafik
dan persentase (implementasi dan konfirmasi)
yang menggambarkan zuterest stakeholders dalam
proses tersebut. Persentase stakebolders disajikan
dalam bentuk tabulasi dengan mempertim-
bangkan unsur waktu dan stakeholders yang terlibat.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam opera-
sionalisasi kebijakan KPH diperoleh melalui
analisis isi kualitatif (gualitative content analysis)
berdasarkan persepsi stakeholders yang terlibat di
dalamnya. Hasil penelitian Graneheim &
Lundman (2004) memberikan gambaran konsep
penting (isi manifest dan Jatent, unit analisis, unit
arti, kondensasi, abstraksi, area isi, kode, kategori
dan tema) terkait dengan analisis isi kualitatif,
menggambarkan penggunaan konsep yang ber-
kaitan dengan prosedur penelitian dan meng-
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usulkan langkah-langkah untuk mencapai ke-
percayaan (kredibilitas, kehandalan dan transfer)
seluruh langkah-langkah dari prosedur penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode pencatatan
secara tematik. Unit tematik adalah unit analisis
yang lebih melihat tema (topik) pembicaraan dari
suatu teks, secara sederhana berbicara mengenai
“teks berbicara tentang apa atau mengenai apa’”
(Eriyanto, 2011). Tema atau topik merupakan teks
yang bersifat laten (/atent conten?) yang dapat diana-
logkan dengan isu-isu yang ada dalam suatu teks
atau dokumen. Teks diambil dari hasil dokumen-
tasi dan wawancara selama masa observasi.

Hasil dari unit analisis dilakukan kategorisasi
berdasarkan kode-kode yang dibuat (category
system).  Kategori ini disajikan dalam sebuah
lembar coding (coding sheef) yaitu alat yang dipakai
untuk menghitung atau mengukur aspek tertentu
dari isi media (Eriyanto, 2011). Lembar coding
memuat semua kategori dan aspek yang ingin
diketahui dalam analisis isi. Ketajaman dan
kemandulan dari analisis isi ditentukan oleh
kualitas dari suatu lembar coding.
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Analisis interaksi stakebolders dalam proses
operasionalisasi kebijakan KPH dilakukan dengan
metode IDS (2006) yang menggambarkan
interaksi stakeholders dalam merespon kebijakan
KPH ketika diimplementasikan melalui tiga
kerangka pendekatan vyaitu disconrse/ narrative,
actors/ networks dan interest/ politics. Kedua analisis
tersebut dideskripsikan melalui analisis deskriptif
kualitatif yang dapat menggambarkan perkem-
bangan proses operasionalisasi KPH dan interaksi
stakeholders yang terlibat di dalamnya. Strategi
komunikasi KPH dianalisis secara deskriptif
kualitatif berdasarkan persepsi/isu strategis
sebagai hasil interaksi stakeholders dalam proses
pengambilan keputusan tersebut, yang menurut
Ansoff (1980), King (1982), Pflaum & Delmont
(1987) dalam Bryson (2003) harus dikelola untuk
mencapal tujuan dan sasaran organisasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Operasionalisasi Kebijakan Pembangun-
an KPH

Tahap keempat dari proses adopsi adalah im-
plementasi dan tahap kelima adalah konfirmasi.
Kedua tahap ini merupakan bentuk operasio-
nalisasi kebijakan KPH. Dasar operasionalisasi
KPH adalah PP No. 6 tahun 2007 yang didukung
oleh Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut)
No. P. 6/Menhut-11/2010, Permenhut No. P. 41/
Menhut-11/2011 jo Permenhut No. P. 54/
Menhut-11/2011, Permenhut No. P. 42/Menhut-
11/2011, Permenhut No. P. 39/Menhut-11/2013,
Permenhut No. P46/Menhut-11/2013, Per-
menhut No. P. 47/Menhut-11/2013. Kebijakan
operasionalisasi KPH terkait dengan tata hutan
dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
(Djajono A., 2012) adalah Petunjuk Teknis Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP), yang di dalamnya
terdapat Peraturan Direktur Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan Nomor. P. 5/VII-WP3H/
2012, yang dilengkapi dengan Petunjuk Teknis
Inventarisasi Hutan pada Wilayah KPHL dan
KPHP dan Petunjuk Teknis Inventarisasi Sosial
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Budaya Masyarakat di Dalam/Sekitar Kawasan
Hutan/KPH (Penyempurnaan). Perkembangan
operasionalisasi kebijakan KPH di KPHL
Batutegi terjadi tahun 2009-2013, di KPHL Kota
Agung Utara tahun 2011-2013 dan di KPHP Reg
47 Way Terusan tahun 2009-2013 (Gambar 2).

1. KPHL Batutegi

Implementasi kegiatan di KPHL Batutegi
terjadi mulai tahun 2009 yang dilakukan oleh
masyarakat dan Kawantani yaitu berupa pen-
dampingan masyarakat yang tinggal di kawasan
KPHL Batutegi. Tahun 2010, tidak ada imple-
mentasi kegiatan di KPHL Batutegi. Hal ini dapat
dipahami karena konsep KPH baru dikenal dan
KPHL Batutegi juga baru ditetapkan pada tahun
2010 melalui Surat Keputusan (SK) Menteri
Kehutanan No. 68/Menhut-I11/ 2010.

Sejak tahun 2009, program penyuluhan kehu-
tanan sudah diserahkan ke Badan Koordinator
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(BP3K) dan anggarannya ada di Dinas Kehu-
tanan. Tenaga penyuluh di BP3K tidak khusus
menangani bidang kehutanan dan umumnya
pendidikan mereka Sarjana Pertanian. Tahun
2010, kegiatan ini langsung melalui BP3K berupa
dana Biaya Operasional Penyuluh (BOP), diklat
penyuluh kehutanan, Sentra Penyuluhan Kehu-
tanan Pedesaan (SPKP) dan Kecil Menanam
Dewasa Memanen (KMDM). Tenaga penyuluh
kehutanan sementara ditempatkan di kecamatan-
kecamatan dengan wilayah kerja termasuk di
dalam kawasan hutan. Hingga tahun 2012, di
Provinsi Lampung tidak ada tenaga penyuluh
kehutanan. Awal tahun 2013, ada dua tenaga
penyuluh pertanian yang beralih profesi menjadi
tenaga penyuluh kehutanan.

Tahun 2011, tiga stakeholders yang beraktivitas
di sana adalah Dinas Kehutanan Provinsi, KPHL
Batutegi dan World Wide Fund (WWTF). Sejak itu
sumber dana untuk operasionalisasi KPHL
dialokasikan dalam APBD dan menempel di
Dishut Provinsi Lampung. Nilainya hanya Rp 50
juta/tahun dan hampir seluruhnya untuk kegiatan
rutin perkantoran. Kegiatan ke lapangan dan
publikasi, jumlahnya sedikit. Tahun 2012, stake-
holders yang beraktivitas di KPHL Batutegi adalah
BP3K, akademisi dan media. Beberapa kegiatan
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2009: KP, K. M, Dprd
10,00 2000: KF, K. M, Dprd
2011: KP, K. M, Dprd
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_ Tahun | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 Confirmation
Z |mKPHL Batutegi 0,00 | 0,00 |11,76|11,76 | 29,41 | 47,06 KPHL-B
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E |mKPHLKotaagung Utara| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |45,45 (90,91 22{3._ m KL, P, W,
= ']
=1 W f, media
E [WKPHPReg 47 WT 18,18 | 27,27 | 36,36 | 36,36 | 36,36 | 45,45 KPHL-KaU
2 | mKPHL Batutegi 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |35,29 2013: P, Wwi, M
B KPHP-Reg 47 WT
2 |EMKPHLKotaagung Utara| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (27,27 2012: KP
g KPHP R 2013: KP, P, M, media
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e Dh { Dinas Kehutanan), Dhb (Dinas Kehutanan dan Perkebunan), KL {KPHL), P (profesional), Dprd
(DPRD), KP (KPHP), Setda { Sekretariat Daerah), Bpdk (BP4K), Bp3k (BP3K), A {akademisi), Wwf
{WWEF), W (watala), K (kawantam), M (masyarakat), media

Gambar 2. Perkembangan operasionalisasi kebijakan KPH di tiga lokasi penelitian.
Figure 1. The progress of policy operationalization of FMU in the three location of research.

yang telah dilakukan KPHL Batutegi hingga tahun
2012 antara lain meliputi pembinaan budidaya
kopi dan madu hutan, pelatihan pengamanan
hutan (pamhut) swakarsa dan Masyarakat Peduli
Api, pelatihan budidaya pada ekosistem esensial,
fasilitasi HKm, rehabilitasi hutan, patroli peng-
amanan hutan, pemberdayaan masyarakat, tin-
dakan hukum atas pelanggaran bidang kehutanan,
penyusunan rencana pengelolaan serta pelepas-
liaran satwa beruk dan kukang;

Tahun 2011, WWF memperoleh dana dari
Nestle (community development) sebesar Rp 1,8 miliar
di Desa Ngarip yang terletak dalam wilayah kerja
KPHL Batutegi dan KPHL Kota Agung Utara.
Da-na tersebut untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan
dan Lahan (RHL) seluas 20 ha, penguatan kapasi-
tas masyarakat (diklat petani kopi berbasis konser-
vasi), pendidikan sadar lingkungan dan pertanian
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organik untuk pemuda putus sekolah. WWT juga
terlibat dalam penyusunan Rencana Aksi dan
DIPA KPHL Batutegi.

Keterlibatan akademisi dalam pembangunan
KPH adalah dalam proses “rancang bangun
KPH” yaitu terlibat dalam diskusi dan pem-
bahasan pembangunan KPH di Provinsi Lam-
pung. Tahun 2012, KPHL Batutegi menyusun
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
(RPHJP) dengan fasilitasi akademisi dan sumber
dana dari Kementerian Kehutanan (BPKH II
Palembang).

Tahun 2012, media mulai mengenal konsep
KPH dan Lampung Post meliput kegiatan KPHL
Batutegi. Pada tanggal 6 Nopember 2012 di Hotel
Arinas Bandar Lampung, Dishut Provinsi Lam-
pung mengundang stakeholders daerah untuk mem-
bangun kesepakatan multipihak melakukan
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pengelolaan hutan bersama yaitu stakebolders Pro-
vinsi Lampung, Kabupaten (Lampung Tengah,
Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat), akade-
misi, LSM dan swasta. KPHL. mengundang Ditjen
Planologi Kehutanan untuk menyaksikan nota
kesepakatan tersebut dan media sebagai peliput-
nya.
Tahun 2012, masyarakat melakukan konfir-
masi terhadap kebijakan KPH terkait dengan
lamanya proses ijin HKm. Tahun 2013 terdapat
enam  stakebolders yang melakukan konfirmasi
terthadap kebijakan pembangunan KPH yaitu
KPHL Batutegi, profesional, Watala, WWE,
masyarakat dan media. Hal ini mengindikasikan
bahwa implementasi kebijakan KPH belum dapat
menjamin kebijakan tersebut tetap diadopsi
sepenuhnya. Apabila agen perubahan dapat
mempertahankan proses adopsi berjalan hingga
selesai (melewati tahap implementasi dan konfir-
masi), maka kebijakan KPH tetap diadopsi.

2. KPHL Kota Agung Utara

Operasionalisasi KPHL Kota Agung Utara
dimulai tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas
Kehutanan dan Perkebunan, KPHL, Bidang
Perlindungan dan Pengamanan Hutan Dishutbun
Kabupaten Tanggamus, WWF dan masyarakat.
Secara de facto, masyarakat sudah lama melakukan
kegiatan pengelolaan hutan walaupun belum
semuanya mendapatkan legalitas dari Kemen-
terian Kehutanan yaitu ijin HKm. Mereka peserta
transmigrasi pertama yang datang ke Lampung
pada tahun 1930-an. Kedatangan berikutnya
terjadi tahun 1970, lalu berlanjut pada tahun 1980
dan terakhir tahun 2000-an. Umumnya masyara-
kat menjadi petani HKm pada tahun 2000-an.

Stakeholders KPHL Kota Agung Utara sangat
mendukung pembentukan KPHL Kota Agung
Utara dan mengakui keberadaannya (Julijanti ez a/.,
2013). Terbitnya Perda Kabupaten Tanggamus
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
KPHL Kabupaten Tanggamus menunjukan
bahwa Kabupaten Tanggamus sangat antusias
dan peduli dengan eksistensi KPHL Kota Agung
Utara. Perda ini menjadi dasar hukum bagi KPHL
Kota Agung Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). Hal ini menunjukkan bahwa
Kabupaten Tanggamus percaya sepenuhnya dan
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mengakui kapabilitas KPHL. Sejak tahun 2012,
KPHL Kota Agung Utara sudah mendapatkan
APBD untuk membiayai kegiatannya.

Tahap implementasi kebijakan pembangunan
KPHL Kota Agung Utara menempati posisi
90,91% (10 stakeholders) pada tahun 2012 (Julijanti
etal.,2013). Secara umum kebijakan KPH telah di-
terima dan ada “/uferesf” daerah terhadap pemba-
ngunan KPHI Kota Agung Utara. Beberapa
kegiatan KPHL Kota Agung Utara hingga tahun
2021 meliputi pendataan masyarakat di dalam
kawasan hutan, pengendalian penggunaan
kawasan hutan, pengembangan/pengayaan
tanaman kayu dan multi purposes trees species/ MPTS
(pembibitan), perlindungan hutan (patroli hutan,
pembentukan pamhut swakarsa, pencegahan
kebakaran hutan, pencegahan perambahan),
pengembangan kelembagaan kelompok tani,
pengembangan teknik kebun multistrata (pena-
naman), penguatan ekonomi serta rehabilitasi
hutan dan lahan.

Stakeholders yang masih belum yakin dan
percaya sepenuhnya bahwa KPH (KPHL Kota
Agung Utara) akan dapat berperan optimal dalam
rangka resolusi konflik di sektor kehutanan
sebesar 27,27% (Julijanti ef al., 2013). Konfirmasi
ini dilakukan oleh profesional, LSM dan
masyarakat yang menunjukkan bahwa ketiga
stakeholders tersebut masih meragukan KPHL
Kota Agung Utara dapat operasional dan mampu
sebagai institusi dalam menangani konflik-konflik
sektor kehutanan khususnya di Kabupaten
Tanggamus. Konfirmasi tidak mungkin terjadi
jika ada kesepahaman terhadap konsep KPH
schingga ketika kebijakan KPH diimplementasi-
kan tidak mengalami hambatan yang berarti.
Apabila tahap konfirmasi tetap dilalui maka perlu
upaya-upaya pencegahan dan penanganannya
guna mendorong proses adopsi kebijakan KPH.

3. KPHP Reg 47 Way Terusan

Tahun 2001-2002, KPHP Reg 47 melakukan
sensus ke wilayah kerjanya, termasuk inventarisasi
sosial. Setelah kegiatan tersebut selesai, tidak ada
kegiatan lanjutan hingga terbentuknya KPHP Reg
47 Way Terusan pada tahun 2008. Tahun 2008,
implementasi kegiatan baru dilakukan oleh
KPHP. Tahun 2009, Kawantani mulai tetrlibat
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dalam implementasi kegiatan di KPHP. KPHP
bekerjasama dengan Kawantani melakukan
kegiatan “pemetaan partisipatif.”” Sumber dana
kegiatan ini diperoleh dari Multi-stakeholders
Forestry  Prograzz  (MFP-DFID). Tahun 2010,
masyarakat mulai melakukan implementasi
kegiatan di KPHP Reg 47 Way Terusan. Tahun
2011, secara aktif DPRD mulai terlibat dalam
implementasi kegiatan di KPHP. Keterlibatan
DPRD ini dalam rangka mediasi konflik kawasan
(tenurial) antara KPHP dengan masyarakat. Tahun
2012, akademisi memfasilitasi penyusunan draft
RPHJP KPHP Reg 47 Way Terusan dengan
sumber dana dari Ditjen Planologi Kehutanan
melalui BPKH Wilayah II Palembang.

Tahap konfirmasi dalam proses pengambilan
keputusan adopsi kebijakan pembangunan KPHP
Reg 47 Way Terusan pertamakali dilakukan oleh
KPHP. Pada tahun 2013 terdapat penambahan
tiga stakeholders yang melakukan konfirmasi
kebijakan KPH vyaitu profesional, media dan
masyarakat. Sejak terbentuknya KPHP hingga
tahun 2012, praktis tidak ada kegiatan dilapangan,
hanya berupa checking lapangan oleh KPHP yang
merupakan tupoksi KPHP.

B. Kondisi Pemungkin Operasionalisasi
KPH

Kebijakan yang sudah diadopsi tidak men-
jamin bahwa kebijakan tersebut akan diterima
(terus diadopsi) selama dalam implementasinya,
kebijakan tersebut tidak dapat memberikan
keyakinan pada c/ent untuk terus adopsi. Hal ini
mengindikasikan bahwa tahap implementasi
kebijakan merupakan titik kritis bagi operasio-
nalisasi kebijakan sehingga kriteria implementasi
merupakan kriteria operasionalisasi kebijakan itu
sendiri (Tabel 1). Leavitt, Peters & Waterman, dan
Mckinsey dalam Hussey (1996) mengidentifikasi
delapan variabel kunci implementasi kebijakan
yaitu tugas (fask), orang-orang (pesple), struktur
(structure), proses keputusan (decision processes),
budaya (culture), sistem informasi (information
systen) dan sistem penghargaan (reward system).
Sementara itu, kriteria operasionalisasi kebijakan
KPH menurut Kementerian Kehutanan meliputi
wilayah, kelembagaan, rencana dan pengelolaan
hutan.
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Berdasarkan hasil pencermatan terhadap
Tabel 1 dapat diketahui bahwa dari delapan
kriteria implementasi Hussey (1996) dan kriteria
operasionalisasi Kementerian Kehutanan, ketiga
lokasi penelitian telah memenuhi tujuh kriteria
implementasi, kecuali syarat sistem penghargaan
(reward systemr). Tabel 1 menunjukkan bahwa secara
umum kriteria implementasi tersebut sudah
memenuhi untuk operasionalisasi KPH di tiga
lokasi penelitian, namun faktanya belum optimal
dalam mendorong eksistensi KPHL/P terutama
KPHL Batutegi dan KPHP Reg 47 Way Terusan.
Perda yang khusus memuat dasar operasionalisasi
KPHL/P juga belum ada schingga berimplikasi
pada ketersediaan SDM KPHL/P dan dana
operasionalisasinya. Hal ini berbeda dengan
KPHIL Kota Agung Utara yang sudah memiliki
kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati
Tanggamus tentang pelimpahan kewenangan
pengelolaan hutan serta tugas pokok dan uraian
jabatan struktural KPHI. Kota Agung Utara.

Kondisi pemungkin guna mendukung opera-
sionalisasi kebijakan KPH di tiga lokasi penelitian
sa-ngat diperlukan, baik melalui fasilitasi dari
Pemerintah maupun Pemda. Operasionalisasi
KPHL Kota Agung Utara ternyata lebih optimal
dibandingkan dengan KPHL Batutegi dan KPHP
Reg 47 Way Terusan. Operasionalisasi KPHL
Kota Agung Utara dapat berjalan dengan baik
karena terdapat kondisi pemungkin yang mampu
mendorong eksistensi KPHL. Hal ini ditunjukkan
dengan besarnya dukungan pendanaan melalui
PBD, SDM KPHL dan Perda sebagai dasar
operasionalisasinya. Optimalisasi kegiatan penge-
lolaan hutan harus dilakukan dengan melibatkan
masyarakat yang dapat berupa pemberian ijin
pemanfaatan hutan dalam skema HKm, hutan
desa, HTR (hutan produksi). Adanya wilayah
tertentu memungkinkan untuk diusahakan secara
swakelola atau dikerjasamakan melalui pihak
ketiga yang dapat berupa investor maupun masya-
rakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Guna
mendorong operasionalisasi KPHL/P, maka
kriteria operasionalisasi KPH harus dipenuhi
sehingga dapat dibangun kondisi pemungkin bagi
percepatan operasionalisasinya, yaitu:

1. Kapasitas SDM dan efektivitas sistem peng-
awasan. SDM KPHL/P pertlu disesuaikan
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Tabel 1. Kriteria operasionalisasi KPH
Table 1.Criteria of FMU operationalization

Julijanti et al.

Kriteria
implementasi
(Lmplementation

criteria)

(Hussey, 19906)

Kondisi saat ini (Recent condition)

KPHL Batutegi
(Protection EFMU
Batutegi)

KPHL Kota Agung Utara

(Protection FMU Kota
Agung Utara)

(Protection FMU Reg 47

KPHP Reg 47 Way

Terusan

Way Terusan)

Kriteria operasionalisasi
Kemenhut (Operationalization
criteria of Ministry of Foresty

Tugas (Task)

Menyelenggarakan pengelolaan hutan, meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan
hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, pemanfaatan
hutan di wilayah tertentu, perlindungan hutan dan konservasi alam.

Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, kabupaten/kota untuk diimplementasikan.

Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaaan dan pengawasan serta pengendalian.

Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Orang-orang 1. SDM: SDM: SDM: SDM KPHL/P

(Peaple) 19 (KPHL, - 32 orang (KPHL, - 8 (KPHP,
polhut Dinas, polhut Dinas, SKMA, Basarhut, SKMA)
Basarhut, Basarhut, tenaga - 4.015 KK petani
SKMA) sukarela) hutan
4.328 anggota - 2.533 anggota HKm
HKm (definitif) (definitif)
5.938 anggota
HKm (usulan)

Struktur Aturan (Daerah): - Aturan (Daerah): - Aturan (Daerah): - Kelembagaan:

(Structure) Pergub v’ Perda Kab. v' Surat Gubemur v' Aturan KPH: UU
Lampung No. Tanggamus No. Lampung No. 41/1999, PP 44/2004,
27/2010 tgl 6-8- 21/2011 061/3125/02/ PP 6/ 2007 jo PP 3/
2010 ttg (Lembaran 2006 tentang 2008
Pembentukan, Daerah Kab. Pembentukan v" Bentuk organisasi KPH:
Organisasi & Tanggamus No. Organisasi UPTD, SKPD, BLUD
Tata Kerja 76 Tahun 2011) KPHP Reg 47 V' Personil KPH
UPTD pd Dinas tentang Way Terusan v/ Sarana dan prasarana
daerah Pembentukan v’ Peraturan KPH
Prov.Lampung Organisasi dan Bupati v Anggaran
Bentuk Tata Kerja KPHL Lampung v SDM terlatih
organisasi: Kab. Tanggamus Tengah No. - Rencana:
UPTD v Perbup 10/2008 Tata hutan & RP hutan
Luas: 58.174 ha Tanggamus No. tentang v Penyelenggaraan
DAM Batutegi: 08/ 2012 tentang Pembentukan pengelolaan hutan
5ha Pelimpahan Organisasi dan v’ Penjabaran kebijakan
HKm: Kewenangan Tata Kerja kehutanan nasional,
13.972.5 ha Pengelolaan HL UPTD KPHP provinsi dan kab./kota
(definitif) Kota Agung Reg 47 Way v’ Pelaksanaan kegiatan
23.324,579 ha Utara dari Terusan Kab. pengelolaan
(usulan) Dishutbun Kab. Lampung
Ruang kerja: 1 Tanggamus Tengah
gedung kantor kepada KPHL - Bentuk organisasi:
Alat Kota Agung UPTD

transportasi: 3
roda 2,1 roda 4,
1 motor air
Peralatan
kantor: 3 PC, 1
laptop, 1 LCD,
3 ext. HD,

Luas: = 12.500 ha
(Alokasi HTR:
Tjin)

Ruang kerja: 1
gedung kantor
Alat transportasi: 2
roda 2, 1 roda 4
Peralatan kantor: 3
PC, 1 laptop, 1
LCD,
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Tabel 1. Lanjutan
Table 1. Continned

Kriteria Kondisi saat ini (Recent condition)
implementgsi KPHL Batutegi KPHL Kota Agung KPHP Reg 47 Way Kiriteria operasio'nali.sasi.
(Implementation (Protection FMU Utara Terusan Kemenhut (Operationalization
criteria) Batuteg) (Protection FMU Kota — (Protection FMU Reg 47 criteria of Ministry of Forestiy
(Hussey, 1990) & Agung Utara) Way Terusan)
3 printer, 4 meja Utara 2 ext. HD, 3 printer, v" hutan pada wilayah
kursi biro, 13 v Perbup 3 meja kursi biro, 12 tertentu
meja kursi 2 Tanggamus meja kursi V2 biro, 2 v’ Pelaksanaan pemantauan
biro, 3 filing No. 26 tahun filing cabinet, 1 meja dan penilaian pada
cabinet, 1 meja 2012 tentang kursi tamu wilayah yang diberi ijin
kursi tamu Tugas Pokok Peralatan kerja: 2 pemanfaatan hutan
Peralatan kerja: dan Uraian GPS, 2 kompas, 1 v Pengembangan peluang
3 GPS, 3 kom- Tugas Jabatan altimeter, 0 investasi
pas, 1 altimeter, Struktural distometer v" Rencana strategis bisnis
3 distometer KPHL Kab. Pengesahan RPJP:
Pengesahan Tanggamus 2013
RPJP: Pebruari - Bentuk Dana (APBD):

2014

Dana (APBD):

v Rehab.
gedung
kantor
KPHL
(2011)

v Rp 50 juta/
tahun (2011)

v' Rp 189 juta/
tahun (2012)

v Rp 300 juta/
tahun (2013)

v Rp 150 juta/
tahun (2014)

organisasi: SKPD

Luas 56.020 ha:

PT. Tanggamus

Electric Power:

70,705 ha

PT. Natarang

Mining: 10.540

ha

HKm: 7.057,842

ha (definitif)

- Ruang kerja: 1
gedung kantor

- Alat transportasi:
3 roda 2, 1 roda 4
- Peralatan kantot:
3 PC, 1 laptop, 1
LCD, 3 ext. HD,
3 printer, 3 meja
kursi biro, 12
meja kursi V2
biro, 2 filing
cabinet, 1 meja
kursi tamu
- Peralatan kerja: 2
GPS, 3 kompas, 1
altimeter, 3
distometer
- Pengesahan
RPJP: 2014
- Dana (APBD):
v Rp 700 juta/
tahun (2011)
v Rp 800 juta/
tahun (2012)
v Rpl,l
miliar/ tahun
(2013)

v'Rp 0,- (2011)

v'Rp 0,- (2012)

v'Rp 122 juta/tahun
(2013)

v'Tidak ada informasi
(2014)
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Tabel 1. Lanjutan
Table 1. Continned

Julijanti et al.

Kriteria Kondisi saat ini (Recent condition)
1mplernenta'sl KPHL Batutcgi KPHL Kota Agung KPHP Reg 47 Way Kriteria operaslo'nah.sasl'
(Lmplementation Protection FMU Utara Terusan Kemenhut (Operationalization
criteria) ( rogf;;; ; (Protection FMU Kota  (Protection FMU Reg 47 criteria of Ministry of Forestiy
(Hussey, 1996) aluleg) Agung Utara) Way Terusan)

Proses keputus-
an (Decision
processes)

Rencana pengelolaan disusun KPHL/P dengan fasilitasi teknis dari
akademisi dan dana dari Pemerintah

KPH merupakan mandat UU
No. 41/1999 sehingga

pambangunan KPH odaish

Budaya (Culture)

Proses internalisasi konsep KPH: pemahaman konsep KPH lama
menuju konsep KPH baru

Wilayah (konsep KPH baru):

- Pembentukan wilayah KPHL
& KPHP

- Pembentukan wilayah
KPHL & KPHP Model

Sistem informa-
si (Information
Systen)

Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan, sosial budaya,
ijin-ijjin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

Ketersediaan data dan
informasi SDH, sosial budaya,
fjin-ijin pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan

Sistem penga-
wasan (Control
Systen)

Bagian dari tupoksi KPH: pengawasan terhadap ijin-ijin pengelolaan
hutan yang sedang berjalan dalam wilayah kerjanya

Sistem penghar-
gaan (Reward
systen)

dengan luasan wilayah kelolanya karena
berimplikasi pada kemampuan/daya jangkau
SDM dalam mengelola hutan dan efektivitas
sistem pengawasannya. Keterbatasan SDM
dapat diantisipasi dengan melibatkan masya-
rakat melalui skema HTR, HKm, hutan desa
maupun skema lainnya atas dasar keputusan/
kesepakatan bersama sehingga akan tercipta
perencanaan partisipatif (participatory planning)
dalam kegiatan pengelolaan hutan.

. Kelembagaan KPH. Aturan terkait kewe-
nangan KPH belum sepenuhnya mendukung,
terutama Perda sehingga pemenuhan aturan
tersebut perlu direalisasikan secara fisik. Hal ini
dapat berimplikasi terhadap dukungan
pendanaan serta sarana dan prasarana yang
berasal dari daerah (APBD).

. Sistem informasi dan pengawasan. Informasi
yang bersifat “informatif ” akan sangat mendu-
kung keberhasilan institusi sehingga perlu
dibangun suatu sistem informasi yang dapat
dipercaya dan memenuhi harapan institusi dan
pengguna sebagai media pengendali (rambu-
rambu) dalam operasionalisasinya.

4 Pembiayaan melalui sistem penghargaan.
Guna menghindari kemungkinan terjadinya
inefisiensi dan inefektivitas organisasi terkait
dengan alokasi dana operasionalisasi KPH
maka dana diberikan sebagai insentif
pemerintah terhadap institusi pengelola yang
telah memenuhi syarat-syarat operasional,
yang besarannya berdasarkan pada peme-
nuhan syarat tersebut (konsep pemberdayaan
institusi atas dasar reward systen).

C. Bagaimana Interaksi Stakebolders
Bekerja

Implementasi adalah proses di mana individu
dan organisasi memandang (memahami)
“realitas” dan bagaimana interaksi antara
keduanya dan antar organisasi dalam mencapai
tujuan-tujuannya (Parsons, 2008). Hasil interaksi
ini dapat mendorong maupun menghambat
proses implementasi kebijakan. Parsons (2008)
menyatakan bahwa realitas implementasi
kebijakan umumnya diwarnai oleh isu-isu politik,
kekuasaan, kepentingan yang memengaruhi
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perilaku individu dalam berinteraksi sehingga
menghasilkan cara pandang dan persepsi stake-
holders yang beragam (Tabel 2).

Persepsi stakeholders tersebut muncul selama
berlangsungnya proses operasionalisasi KPH.
Persepsi ini merupakan isu-isu strategis yang
merupakan wacana yang berkembang dalam
interaksi stakebolders tersebut. Hasil akhir dari
wacana-wacana tersebut dikelompokkan ke dalam
tiga tema utama (isu strategis) dari masing-masing
stakeholders (Tabel 3).

Pengelompokan isu-isu strategis menjadi
tema-tema yang masih menjadi perdebatan ini
menunjukkan adanya znferest para pemangku
kepentingan (stakeholders) terhadap kebijakan
pembangunan KPH. Interest ini terdiri dari formal

interest dan informal interest. Berdasarkan pendapat
Correia, Auld e a/., Cashore & Stone dan Krott
(Nurrochmat ez al., 2014) secara ringkas dapat
dikatakan bahwa konflik kepentingan antar aktor
di antaranya terkait dengan standar tata kelola
hutan (legitimasi politik dan kewenangan), kon-
testasi antara tujuan pribadi dan tujuan publik
serta kepentingan lokal dan kepentingan global.
Persepsi  stakeholders dalam operasionalisasi
kebijakan KPH ini telah berimplikasi pada
interaksi stakeholders (aktor) dan kepentingan
mereka terhadap kebijakan KPH. Interaksi
stakeholders dalam proses operasionalisasi kebi-
jakan KPH menunjukkan adanya znzerest sekelom-
pok aktor berdasarkan tema isu strategis (naratif)
yang dibawanya (Tabel 4).

Tabel 2. Persepsi stakeholders dalam proses operasionalisasi kebijakan KPH
Table 2.Stakeholders perception in the operationalization process of FMU policy

Lokasi . . . ..
(Location) Persepsi stakeholders (Stakebolders perceptions) Isu strategis (Strategic issue)
KPHL Pemerintah
Batutegi Setda:

- Otonomi daerah (otoda) terkait kewenangan sehingga aturan

pendukungnya harus jelas

- DAM Batutegi mestinya ada kontribusi untuk sektor hulu

- KPH jadi terbatas tugasnya karena UPTD

- Kewenangan KPH dan aturan
pendukungnya harus jelas

- Beneficiary sharing untuk DAM
Batutegi

- Tata hubungan kerja harus fleksibel terkait dengan tata kelola
hutan dan ruang penyelesaian masalah di lapangan

- UPTD tidak mengurangi kewenangan Dinas

Otoda: pembagian kewenangan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten

DPRD

- Kewenangan KPH harus jelas Kejelasan kewenangan KPH

Dishut

- Kebijakan daerah: mendorong pembangunan KPH - Beneficiary sharing DAM

- DAM Batutegi mestinya ada kontribusi untuk sektor hulu Batutegi

- Dukungan aturan dan SDM untuk operasionalisasi KPH dirasa - Dukungan aturan dan SDM
kurang untuk operasionalisasi KPH

KPHL

- Kurangnya payung hukum untuk operasionalisasi KPH - Dukungan aturan dan SDM

- Dukungan Pemda: aturan organisasinya
- Eksistensi KPH belum diakui di lapangan
- KPH memerlukan dukungan para pihak

untuk operasionalisasi KPH

- Legitimasi stakeholders terhadap
eksistensi KPH

- Regulasi dan legitimasi stakeholders perlu untuk mendorong

operasionalisasi KPH
BP3K

- KPH: koordinasi penyuluhan jadi lebih mudah

KPH mempermudah koordinasi
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Tabel 2. Lanjutan
Table 2. Continned

Julijanti et al.

(EO(ZI;ZZ;) Persepsi stakebolders (Stakebolders perceptions) Isu strategis (Strategic issue)
KPHL Setda
Kota Agung - Kebijakan daerah: mendorong pembangunan KPH Aturan pendukung
Utara operasionalisasi KPH
DPRD
- Zonasi dan peruntukan lahan: bagaimana kewenangan Ketercukupan kewenangan
KPHL/Bupati KPH
- KPH untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan
- Kewenangan KPH harus cukup
Dishutbun
- Era reformasi, pejabat Dishutbun bukan dari kehutanan Kapasitas SDM kehutanan
- Keterbatasan tenaga teknis kehutanan
KPHL
- Kewenangan KPH kurang jelas - Kejelasan kewenangan KPH
- Payung hukum KPH masih kurang - Ketercukupan aturan kegiatan
- Otoda sebaiknya untuk provinsi, tidak untuk kabupaten pengelolaan hutan oleh
- PNBP tambang mestinya ada sharing untuk daerah masyarakat
- Sosialisasi untuk mendapatkan legitimasi stakebolders - Kapasitas SDM KPH
- SDM kurang dan belum sesuai kompetensinya - Legidma§i stakeholders terhadap
- Retribusi HHBK di dalam KH belum ada eksistensi KPH
BP4K
- Keterlibatan BP4K dimulai sejak ada KPH (+ 2012) Intensitas koordinasi
- KPHL Kota Agung Utara lebih sering koordinasi dengan BP4K mendorong operasionalisasi
dibandingkan KPHL. Batutegi KPH
KPHP Setda
Reg 47 - Dukungan kebijakan Pemda sebatas aturan yang ada Aturan pendukung
Way operasionalisasi KPH terbatas
Terusan

DPRD

- Harapan masyarakat punya hak kelola

- Pemerintah perlu ketegasan dalam penanganan masalah di
kawasan hutan

- Payung hukum harus diperjelas

Dishutbun

- Penempatan SDM tidak sesuai dengan spesifikasi dalam era otoda

- Operasionalisasi KPH butuh “cos?” yang besar karena ada
masyarakat di sana

- Penyelesaian konflik hutan idealnya melalui konsep NKRI

- KPH: jika SKPD maka akan lebih fokus dan semua masalah
diselesaikan sendiri

- SKPD: yang dikurangi ”garis koordinasi”

- Pejabat Dishutbun sering bukan dari kehutanan

KPHP

- Belum ada penyesuaian tupoksi dan pelimpahan kewenangan dari
Dishutbun

- Dukungan Pemda: lisan

- Harapan masyarakat punya hak kelola

- Komitmen yang tidak jelas menyebabkan skema pengelolaan
KPHP tidak berjalan

- Koordinasi dengan Setda, DPRD tidak terealisasi karena ada
teguran Dishutbun

- Diskusi sering dilakukan dengan widyaiswara, bukan Setnas KPH

- Mobil dinas dipakai oleh Dishutbun

- Legitimasi hak kelola
masyarakat

- Ketegasan sikap pemerintah
dan dukungan aturan
operasionalisasi

- UPTD: ketergantungan pada
Dinas secara psikologis

- Masalah KH ber-implikasi
pada be-sarnya biaya ope-
rasionalisasi KPH

- Ketidaksesuaian kapasitas
SDM dengan kebutuhan

organisasi

- Dukungan Pemda tidak diikuti
dengan tindakan nyata

- Legitimasi hak kelola
masyarakat

- Hambatan psikologis
berimpilkasi pada sulitnya
koordinasi
Komitmen yang tidak jelas
membatasi gerak KPH
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Tabel 2. Lanjutan
Table 2. Continned

Lokasi
(Location)

Persepsi stakeholders (Stakeholders perceptions)

Isu strategis (Strategic issue)

Non pemerintah
Profesional:

Rentang kendali Pusat terlalu besar
KPH sebaiknya “dibubarkan” saja
KPH tetap di Dinas

Akademisi:

KPH belum otonom
Dukungan kabupaten tidak dikuti dengan dukungan pekerjaan

LSM

M

M

KPH masih meragukan

KPH masih tergantung dana dari Pusat

KPH mestinya lebih otonom

Kewenangan KPH kurang jelas dan tidak cukup

Dukungan kebijakan kurang

Wacana: KPH bubar

Pengelolaan hutan kolaboratif oleh lembaga independen terkait
jasa lingkungan

Dukungan Pemda masih normatif/lisan

asyarakat

Pemerintah lebih percaya kepada pihak ketiga datripada
masyarakat

Pemerintah dianggap belum peduli dengan keberadaan masyarakat
Semboyan masyarakat: jika satu kepentingan maka sahabat, jika
beda kepentingan maka lawan

Harapan: memiliki hak kelola dengan konsep beneficiary sharing
Legalitas kelola hutan (HKm) membuat masyarakat lebih tenang
KPH: pembinaan HKm lebih intensif

edia

KPH dapat eksis jika diberi
kewenangan yang cukup

KPH dapat eksis jika diberi
kewenangan yang cukup

- KPH dapat eksis jika diberi
kewenangan yang cukup

- Dukungan Pemda berupa
aturan dan tindakan nyata

- Pengelolaan kolaboratif
melalui ketetlibatan para pihak

- Legitimasi hak kelola
masyarakat dengan konsep
 beneficiary sharing’

- Kepercayaan masyarakat
merupa-kan modal pengelola-
an hutan lestari

Tabel 3. Pengelompokan stakeholders atas dasar tema isu-isu strategis dalam proses operasionalisasi
kebijakan KPH
Table3.  Stakeholders categories based on the strategic issues theme in the operationalization process of FMU policy

Tema isu strate- Stakeholders
is/naratif (Theme o . . KPHL Kota Agung Utara KPHP Reg 47 Way Terusan
i Strategic / KPHII:ZI\S/F{]uggI (Protection (Protection FM Uglléofz Agung (Protection %:M U R?eg 47 Way
. . atutegr)
issue/ narrative) Utara) Terusan)
Kewenangan dan Setda, DPRD, Dishut, Setda, DPRD, KPHL, Setda, DPRD, profesional,
aturan KPH KPHL, BP3K, profesional, BP4K, profesional, akademisi, LSM
(Aunthority and akademisi, LSM akademisi, LSM
regulation of FMU
Legitimasi KPH Setda, Dishut, KPHL, KPHL, LSM, masyarakat DPRD, KPHP, L.SM,
dan hak kelola LSM, masyarakat masyarakat
(Legitimacy of FMU
and management
rights)
Kapasitas SDM, Masyarakat Dishutbun, KPHL, Dishutbun, KPHP, masyarakat
psikologi dan #ust masyarakat
(Capacity of human
resources, psychology
and trusi)
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Tabel 4. Interaksi stakeholders dalam proses operasionalisasi kebijakan KPH
Table 4.Stakeholders interaction in the operationalization process of FMU policy

Aktot/ja-
Isu strategis (Strategic issue) (J\I\TL Z;ZZZ) (filr;z%i? / Kepentingan/politik (Interest/ politics)
Networks)
- Kewenangan KPH dan aturan Ke- Setda, - Formal interest:
pendukungnya harus jelas wenangan  DPRD, Daerah menginginkan bahwa ada kejelasan
- KPH dapat eksis jika diberi dan aturan  Dishut, pemberian kewenangan kepada KPH untuk
kewenangan yang cukup KPH KPHL, operasionalisasinya termasuk aturan
- Dukungan aturan dan SDM untuk BP3K/ pendukungnya secara nyata. Hal ini terkait
operasionalisasi KPH BP4K, dengan kejelasan tata hubungan kerja antara
- KPH mempermudah koordinasi profesi- Pusat, Provinsi, Kabupaten dan KPH
- Intensitas koordinasi mendorong onal, i Inf.ormzd (bidden) interest:
opetasionalisasi KPH aka—. . Kejelasan dan ketercukupan kewenangan
- Aturan pendukung operasionalisasi demisi, KPH sert.a aturan pegdukungnya, agar KPH
KPH LSM dapat eksis dalam kegiatan pengelolaan hutan.
. . Hal ini akan berimplikasi pada kontribusi
- Aturan pendukung operasionalisasi KPH pada PAD dan upav clesai
KPH terbatas pad baya penye csatan
. . konflik di lapangan. Implikasi berikutnya
- Ketegasan sikap pemenr}tah (‘ian. adalah dapat mengurangi biaya
dukungan aturan operasionalisasi operasionalisasi.
- Ketercukupan kewenangan KPH
- Ketercukupan aturan kegiatan
pengelolaan hutan oleh masyarakat
- Dukungan Pemda tidak diikuti
dengan tindakan nyata
- Dukungan Pemda berupa aturan dan
tindakan nyata
- Legitimasi stakeholders terhadap Legitimasi  Setda, - Formal znterest:
eksistensi KPH KPH dan DPRD, Kebijakan KPH dan hak kelola masya-rakat
- TLegitimasi hak kelola masyarakat hak kelola  Dishut, yang lgitimate akan mendorong percepatan
- Legitimasi hak kelola masyarakat KPHL/ operasio-nalisasi KPH sehingga KPH dapat
dengan konsep " beneficiary sharing’ P, LSM, terus diadopsi .
- Beneficiary sharing untuk DAM Batutegi masya- - Informal (bidden) interest: ] )
- Masalah kawasan hutan berimplikasi rakat Adggya pengakuan terhjadap §k51sten51
pada besarnya biaya operasionalisasi kebuakar} KPH dgn eksmtens_l masya-rakat
KPH akan berimplikasi pada terwujud-nya
- Pengelolaan kolaboratif melalui kesejahteraan masyarakat dan SEM. Hal ini
keterlibatan para pihak juga menunjukkan ada-nya keadilan
pemerintah terhadap hak pemanfaatan hutan
oleh masyarakat.
- Kapasitas SDM kehutanan dan KPH ~ Kapasitas ~ Dishut- - Formal interest:
- UPTD ada ketergantungan pada SDM, bun, Ruang gerak KPH menjadi terbatas ketika
Dinas secara psikologis psikologi KPHIL/ KPH adalah UPTD karena se-mua harus atas
- Hambatan psikologis berimpilkasi dan #rust P, persetujuan Dinas. Jika Dinas sejalan dengan
pada sulitnya koordinasi masyara- KPH maka tidak ada hambatan, namun jika
kat tidak sejal-an maka kreativitas KPH terhambat

- Komitmen yang tidak jelas
membatasi gerak KPH

- Ketidaksesuaian kapasitas SDM
dengan kebutuhan organisasi

- Informal (hidden) interest:
Struktur organisasi KPH dapat menghambat
kreativitas KPH apabila struktur di atasnya
kurang mendukung, Hal ini berimplikasi pada
anggapan bahwa KPH tidak berfungsi, yang
akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan
stakeholders dan masyarakat terhadap
kapasitas/kemampuan KPH

- Kepercayaan masyarakat merupakan
modal pengelolaan hutan lestari

81



Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Vol. 12 No. 1, April 2015 : 67 - 88

1. KPHL Batutegi

Operasionalisasi KPH perlu diikuti dengan
payung hukum yang kuat sebagai rambu-
rambunya. Peraturan ini dapat merepresentasikan
seberapa besar kewenangan yang diberikan
Pemerintah Pusat dan Daerah kepada KPH (L/P)
agar dapat beroperasi. Perda yang ada secara
eksplisit hanya mengatur organisasi KPH, belum
ada yang mengatur operasionalisasi KPH. Aturan
Pemerintah Pusat yang mendukung operasio-
nalisasi KPH cukup banyak namun masih bersifat
umum sehingga menyebabkan “keraguan” KPH
untuk bertindak. Kejelasan kewenangan KPH
dapat berimplikasi terhadap legitimasi KPH dan
semakin memperjelas tata hubungan kerja antara
KPHL dengan Dinas dan pemegang ijin, sehingga
semakin memantapkan peran dan wilayah kerja
KPH.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No. 61 tahun 2010 setelah KPHL
Batutegi terbentuk berdasarkan Peraturan Guber-
nur Lampung No. 27 tahun 2010 berimplikasi
pada organisasi KPHL sebagai Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD). Amanat Permendagri
tersebut bahwa KPHL/P merupakan organisasi
perangkat daerah yang pembentukan dan
penyusunannya berpedoman pada PP No. 41
tahun 2007. Permendagri ini menjadi landasan
bagi Biro Organisasi Provinsi Lampung untuk
mendukung pembangunan KPH di Provinsi
Lampung. Bahkan ketika ada wacana untuk
meningkatkan status KPH menjadi SKPD (saat
ini masih UPTD), Biro Organisasi langsung me-
nangkap sebagai peluang untuk membangun
organisasi baru setingkat Dinas yaitu Badan
Pengelola Hutan sebagai wadah bagi KPH di
Provinsi Lampung. Adanya organisasi baru
setingkat Dinas ini, justru akan menjadi ajang
rebutan jabatan dan umumnya politik ikut
berperan. Pilihan KPHL Batutegi adalah tetap
sebagai UPTD Dinas Kehutanan karena adanya
Badan Pengelola Hutan tidak berimplikasi pada
perubahan status KPHL menjadi SKPD. Setelah
ditetapkan sebagai UPTD Dinas Kehutanan,
maka mulai tahun 2011 kegiatan KPHL dialokasi-
kan di Dinas. Dana operasionalisasi KPHL ini
diperoleh atas upaya Dinas Kehutanan (kuota
Dinas), tidak dari Pemerintah Daerah.
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Akibat pengelolaan hutan di masa lalu
ternyata masih menyisakan beragam konflik. Hal
ini menyebabkan operasionalisasi KPHL Batutegi
terkendala. Konflik tersebut adalah:

a. Alih fungsilahan/tukar guling di Desa Sumber
Bandung Kabupaten Pringsewu, yang merupa-
kan areal pengganti berdasarkan SK pelepasan
kawasan hutan (SK No. 742) namun belum c/ear
and clean. Areal tersebut telah diduduki
masyarakat dan sudah diperjualbelikan.

b. Desa dalam kawasan hutan, yaitu Desa Margo-
sari yang merupakan desa definitif dalam
kawasan hutan yang telah ditetapkan melalui
SK Menteri Kehutanan tentang penetapan
kawasan hutan di Kabupaten Pringsewu (No.
SK. 256).

c. Sebagian masyarakat belum mau dibina ke arah
HKm, yang ditengarai dimotori oleh LSM
lokal yaitu Masyarakat Peduli Hutan Indonesia
(MPHI) dan Serikat Tani (Sertani). LSM ter-
sebut banyak melakukan kegiatan tanpa
sepengetahuan KPHL.

Salah satu tugas KPHL adalah menyeleng-
garakan fungsi pelaksanaan pemantauan dan
penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan
hutan di wilayahnya. Dalam operasionalisasinya,
beberapa peraturan Pemerintah dianggap kurang
mendukung tupoksi KPHL. Permenhut Nomor
P. 18/Menhut-11/ 2011 jo Permenhut Nomor P.
38/Menhut-11/2012 tentang Pedoman Pinjam
Pakai Kawasan Hutan belum sepenuhnya
melibatkan KPH. Kegiatan pemantauan dan
penilaian secara eksplisit tidak melibatkan KPH.
Kegiatan tersebut dikoordinir oleh Kepala Dinas
Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan
dengan anggota dari unsur Dinas Kabupaten/
Kota yang membidangi energi dan sumberdaya
mineral, Badan/Dinas Kabupaten/Kota yang
membidangi lingkungan hidup, Perum Perhutani
(areal kerja Perhutani) serta unsur terkait lainnya.
Hal ini mengindikasikan bahwa peran KPH belum
diakomodir terkait dengan kegiatan penggunaan
kawasan hutan, padahal maksud dan tujuan
dibangunnya KPH adalah sebagai pengelola
hutan di tingkat tapak yang mestinya mengetahui
penggunaan dan pemanfaatan setiap jengkal tanah
diareal kerjanya.
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KPHL merasa belum diakui keberadaannya di
lapangan. Legitimasi/pengakuan terhadap eksis-
tensi KPHL oleh stakeholders dapat berpengaruh
dalam proses adopsinya (internalisasi dan
operasionalisasi). Legitimasi dapat berasal dari
internal kehutanan maupun eksternal kehutanan,
yang umumnya sulit ketika stakebolders berupa
institusi. Hal ini dapat berimplikasi pada
dukungan operasionalisasi KPHIL. Kegiatan
KPHL menempel di Dinas sehingga rencana
kegiatannya disusun oleh bidang yang bersang-
kutan di Dinas. Kegiatan Pusat dan Daerah yang
dialokasikan ke KPHL yaitu kegiatan peng-
amanan dan perlindungan hutan serta rehabilitasi
hutan dan lahan.

Wilayah KPHL Batutegi yang rusak parah dan
tidak berhutan sebesar 95%. Masyarakat sudah
eksis di wilayah tersebut sehingga untuk mengusir
(merelokasi) mereka sangat sulit. Hal yang dapat
dilakukan adalah mengarahkan mereka untuk
masuk program HKm (£ 060%), namun di
beberapa spof, masyarakat tidak mau diarahkan
menjadi HKm. Masyarakat HKm menuntut
petlakuan yang berbeda dengan masyarakat non
HKm dan mau membantu mengusir mereka.
Filosofi masyarakat adalah “jika satu kepentingan
maka kawan, jika beda kepentingan maka lawan.”

2. KPHL Kota Agung Utara

Koordinasi antara KPHL Kota Agung Utara
dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan sangat
baik. Tenaga pengamanan hutan di KPHL Kota
Agung Utara berasal dari tenaga polisi kehutanan
yang ada di Dinas melalui SK Bupati Tanggamus.
Hubungan harmonis dengan Dinas ini didorong
oleh adanya pemahaman yang sama terhadap kon-
sep KPH. Dinas menganggap KPHL sebagai
mitra dan tidak mengambil sebagian kewenangan
Dinas. Kegiatan administratif terkait perijinan
tetap menjadi kewenangan Dinas, sedangkan
KPHL mengerjakan kegiatan pengelolaan hutan.

Aturan terkait penandatanganan peta HKm
sampai saat ini belum ada. Maraknya permo-
honan izin HKm oleh masyarakat menjadi ter-
hambat karena izin masih di Kementerian
Kehutanan. KPHL belum dapat sebagai jembatan
bagi akselerasi izin HKm karena aturannya belum
ada. Lamanya proses perizinan HKm ini dianggap
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masyarakat mengandung unsur politis karena
biasanya ijin HKm diterbitkan menjelang Pemilu,
sementara pengajuan izin HKm rata-rata lebih
dari tiga tahun.

Sejak ditetapkan sebagai KPHIL Kota Agung
Utara, wilayah kerjanya bukan merupakan areal
bebas konflik sehingga tugas pertama KPHL
adalah menangani konflik. Konflik ini terjadi
karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap
lahan. Semboyan hidup masyarakat adalah “di
mana tanah dipijak maka di situ lapak dijunjung.”
Beberapa konflik tersebut adalah:

a. Konflik batas yaitu batas administratif antara
Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.
Batas administratif yang disepakati adalah hasil
tata batas tahun 1993, yang dibuat berdasarkan:
1) titik koordinat oleh BPN dan 2) mengikuti
punggung gunung oleh Badan Planologi
Kehutanan. Belum ada sinkronisasi antara
kesepakatan diatas meja dengan dilapangan.

b. Desa yang didefinititkan oleh kabupaten
tetangga yaitu masyarakat daerah perbatasan
yang secara de jure sebagai penduduk Kabu-
paten Lampung Barat (bukti KTP), tapi
faktanya wilayah kedudukannya merupakan
wilayah Kabupaten Tanggamus.

c. Ranah politik terkait dengan adanya tarik-
menarik kepentingan Daerah terhadap potensi
SDA (tambang) di kawasan Reg 39 yang dipere-
butkan sebagai penyumbang PAD (pajak
musiman).

Untuk menangani konflik ini harus ada
campur tangan dari Pemerintah Provinsi dan
Pusat. Kolaborasi penyelesaian konflik batas ter-
sebut adalah Kementerian Kehutanan, Kemen-
terian Dalam Negeri, BPN, DPRD terkait,
Pemerintah Provinsi, dan Pe-merintah Kabupaten
terkait. Dukungan stakeholders sangat penting
dalam upaya penanganan konflik, terutama jika
diikuti dengan legalitas/kebijakan daerah dan
tindakan/aksi (Julijanti ez a/., 2013).

Wacana KPHIL, mandiri masih sulit diterima
oleh stakeholders Kabupaten Tanggamus walaupun
sudah SKPD. KPHL belum percaya diri untuk
mengelola hutan secara mandiri karena hutan
lindung hanya dapat dimanfaatkan sebagai unit
bisnis terkait dengan jasa lingkungan. Wacana lain
bahwa otonomi daerah sebaiknya diberlakukan
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untuk Pemerintah Provinsi dan ditunda untuk
Kabupaten. Kabupaten masih tergantung pada
anggaran Pusat (keterbatasan APBD). Keter-
batasan sumberdaya dengan berbagai jenis
kendala (pengetahuan, jumlah, kapasitas, ke-
uangan dan lain-lain) menjadi faktor penghambat
operasionalisasi KPH. Mendes (2005) menyata-
kan bahwa kegagalan implementasi mungkin
disebabkan oleh instrumen kebijakan yang tidak
dapat dikendalikan oleh pembuat kebijakan yaitu
kendala kelayakan (pengetahuan, sumberdaya,
administrasi dan lain-lain), kendala rasionalitas
individu dan kendala insentif yang kompatibel.
Kewenangan yang ada dianggap belum cukup
mampu membuat KPH beroperasi. Kendala
operasionalisasi KPH adalah kurangnya payung
hukum operasionalisasi KPH dan ketidakjelasan
pembagian tugas dan wewenangnya schingga
berimplikasi pada konfirmasi terhadap kebijakan
KPH yang dapat menghambat proses adopsinya
ketika dijalankan yaitu berupa legitimasi hak
kelola, kemampuan /leadership Kepala KPH dan
kewenangan yang cukup (Julijanti eza/., 2013).

3. KPHP Reg 47 Way Terusan

Meskipun secara legal KPHP Reg 47 Way
Terusan sudah terbentuk dan menjadi UPTD
berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah
No. 8/10 Tahun 2008, namun implementasi
kegiatannya relatif sedikit. KPHP Reg 47 Way
Terusan awalnya sudah melakukan koordinasi dan
diskusi dengan Sekretariat Daerah (setda) dan
mendapatkan tanggapan positif. Setda Kabupaten
Lampung Tengah sangat antusias dan berkomit-
men akan membantu KPHP, namun komitmen
tersebut terabaikan karena tidak ada tindak lanjut
dari hasil diskusi akibat adanya upaya pencegahan
dari Dinas yang menganggap bahwa KPHP terlalu
jauh melangkah. Pemda secara lisan mendukung
pembangunan KPH, tetapi aksinya belum.

Sarana dan prasarana untuk operasionalisasi
KPHP Reg 47 Way Terusan sudah dirasakan
cukup, namun belum operasional bagi KPHP.
Kepala KPHP secara definitif masih menjabat
sebagai Kepala Seksi Perkebunan di Dinas
sehingga setiap langkah KPHP harus atas per-
setujuan Dinas. Hal ini menjadi kendala bagi
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kreativitas KPHP. Oleh karena Dinas belum
paham dengan konsep KPH maka dalam
operasionalisasinya menjadi terhambat. Hal ini
ditunjukkan dengan belum adanya penyesuaian
tupoksi KPHP termasuk pelimpahan kewe-
nangannya.

Tenaga penyuluh kehutanan belum memiliki
interest untuk melakukan penyuluhan di kawasan
hutan produksi khususnya KPHP Reg 47 Way
Terusan. Sampai saat ini kegiatan penyuluhan,
rehabilitasi dan pengaman hutan hanya dilakukan
di kawasan hutan lindung. KPHP dianggap dapat
melakukan sendiri, sementara kawasan KPHP saat
ini sudah dirambah masyarakat. Koordinasi
dengan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan (BP4K) sulit dilakukan karena
KPHP hanya eselon IV. Hal ini mengindikasikan
bahwa hubungan antar lembaga di Kabupaten
Lampung Tengah kurang harmonis. Sementara
itu, KPHP juga tidak memiliki akses ke
Kementerian Kehutanan, terutama Ditrektorat
Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Ditjen BUK)
karena KPHP merupakan daerah binaan Ditjen
BUK.

Banyak skema pengelolaan KPHP Reg 47 Way
Terusan yang akan didanai oleh LSM, namun tidak
berani menawarkan kepada masyarakat karena
tidak adanya kejelasan komitmen di antara
stakeholders Daerah dalam operasionalisasi KPHP.
Aturan pendukung operasionalisasi KPH hingga
awal tahun 2013 belum banyak dibentuk, baik
yang diterbitkan oleh Pemerintah (Pusat) maupun
Daerah. Payung hukum untuk operasionalisasi
KPHP dari Pemda adalah Peraturan Bupati
Lampung Tengah No. 8/10 Tahun 2008. Aturan
Pemerintah adalah seperti yang diperuntukkan
KPHL Batutegi dan KPHL Kota Agung Utara.

Konflik di KPHP Reg 47 Way Terusan meng-
arah pada permintaan konversi lahan oleh
masyarakat. Konflik akhirnya mereda setelah
didatangi oleh DPD, DPRD dan LSM. Dialog
dengan masyarakat terjadi pada 28 Juni 2012 yang
dihadiri oleh = 500 orang, menyepakati beberapa
hal: a) masyarakat sadar bahwa mereka tinggal di
kawasan hutan negara; b) masyarakat mengirim
surat ke Gubernur, Bupati, Menteri Kehutanan,
Presiden dan Komnas HAM yaitu menolak pro-
gram HTT dan c) masyarakat menyusun proposal
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permohonan HTR mandiri yang diajukan ke
Menteri Kehutanan melalui persetujuan Bupati/
Dinas. Awalnya masyarakat menolak ketika
diarahkan untuk mengikuti program HTR atau
HKm, namun adanya isu bahwa HTT (PT. Garuda
Panca Arta) dalam proses izin prinsip, mereka
segera mengajukan HTR mandiri. Izin HTT PT.
Garuda Panca Arta sebenarnya cacat hukum
karena izin HTI yang diajukan dan disetujui
Pemda seluas 13.500 ha, sementara wilayah KPHP
Reg 47 Way Terusan hanya 12.500 ha sehingga
luasan tersebut harus cross check dengan RTRWK
Lampung Tengah.

Kebijakan yang terus diadopsi adalah kebi-
jakan yang berorientasi pada kebutuhan adopter,
bukan berorientasi pada kebutuhan agen peru-
bahan (Rogers, 2003). Pendampingan menuju
pemahaman HTR mandiri banyak dilakukan oleh
LSM, yaitu Kawantani dan Watala. Pemda tidak
banyak campur tangan. Hal ini memunculkan
pemahaman masyarakat dan menyatakan bahwa:
“Kami bukannya tidak mau diatur, tetapi
Pemerintah sendiri belum peduli. Pemerintah
lebih percaya kepada pihak ketiga/perusahaan
untuk mengelola hutan. Bagaimana Pemerintah
punya solusi untuk menjaga kawasan jika tidak
kolaborasi dengan masyarakat (persepsi masya-
rakat).”

Jika HTR mandiri disetujui, masyarakat
bersedia menyumbang sebagian hasilnya untuk
PAD, namun aturan retribusi HTR hingga kini
belum ada. Masyarakat hanya menginginkan
adanya legitimasi hak kelola dari Pemerintah
berupa persetujuan izin HTR mandiri. Selama
proses permohonan HTR mandiri, masyarakat
didampingi oleh Komisi B DPRD Kabupaten
Lampung Tengah, bahkan DPRD terjun langsung
ke lokasi di Kabupaten, Provinsi dan Pusat, dan
Komnas HAM. Peran DPRD dan LSM sangat
dominan dalam memediasi konflik di KPHP.
Filosofi masyarakat adalah “kami akan men-
dukung siapapun yang membawa aspirasi kami”
schingga lebih dari 15.000 orang di KPHP
merupakan wilayah potensial dalam Pemilu yang
secara politis sangat menguntungkan. Mediasi dan
pendampingan merupakan ajang bagi LSM men-
dapatkan dana dari lembaga donor, kepentingan
masyarakat pun terakomodir. Sebagian besar
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masalah implementasi kebijakan adalah bagian
dari skenario politik, budaya dan ekonomi (Naka e#
al.,2000).

Kondisi yang terjadi di KPHP Reg 47 Way
Terusan mengindikasikan bahwa peran agen
perubahan belum optimal, karena mereka tidak
terus-menerus mengawal proses adopsi kebijakan
KPH hingga selesai (Rogers, 2003). Ketika kawas-
an Reg 47 ditetapkan sebagai KPHP Reg 47 Way
Terusan, baik oleh Pemda maupun Pemerintah,
kondisinya tidak bebas konflik. Konflik ini meru-
pakan hambatan utama dalam operasionalisasi
KPHP sehingga memunculkan keraguan KPHP
terthadap kesungguhan Pemerintah dalam mem-
bangun KPH.

D. Strategi Indikatif Operasionalisasi Kebi-
jakan KPH

Proses pengambilan keputusan kebijakan
merupakan proses politik, yang di dalamnya
stakeholders (aktor) saling berinteraksi dengan
berbagai kepentingan untuk mencapai tujuannya.
Selama proses ini betlangsung, stakeholders akan
memerlukan media/alat untuk berinteraksi yaitu
komunikasi. Komunikasi adalah alat kebijakan
yang ditujukan untuk menciptakan pemahaman
bersama atau mengubah persepsi (dan perilaku)
sehingga melakukan komunikasi, baik secara
internal maupun eksternal menjadi hal yang sangat
penting (Dwidjowijoto, 2004). Bungin (2009)
menyatakan bahwa komunikasi adalah sebuah
tindakan untuk berbagi informasi, gagasan
ataupun pendapat dari setiap partisipan komu-
nikasi yang terlibat di dalamnya guna mencapai
kesamaan makna. Operasionalisasi kebijakan
KPH di tiga lokasi tersebut mengindikasikan
bahwa komunikasi di antara stakebolders belum
berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan.

Interaksi stakeholders dalam proses operasio-
nalisasi kebijakan KPH dapat memengaruhi
keputusan stakeholders untuk terus adopsi atau
stagnan/menghentikan adopsi. Proses ini diawali
dengan tahap implementasi dan jika tidak berhasil
maka terjadi tahap konfirmasi yang memerlukan
penguatan pemahaman stakeholders terhadap
kebijakan (KPH). Hal ini mengindikasikan bahwa
strategi komunikasi diperlukan guna mengawal
proses adopsi kebijakan KPH berupa strategi
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Tabel 5. Strategi indikatif operasionalisasi kebijakan KPH
Table 5. Indicative strategy of policy operationalization of FMU

Masalah
ASFSZZZZ:;]Dd Temuan (Findings) ( é;%?;:;;ﬂ Strategi indikatif (Indicative strategy)
problems)
Operasionalisasi - Tegitimasi kebijakan KPH terjadi - Kurangnya - Membangun kesepahaman bersama (common
kebijakan KPH sebagai akibat dari belum pemahaman  understanding) di antara stakeholders melalui
- Proses opera- optimalnya proses operasionalisasi terhadap media formal (kedinasan: diskusi/konsultasi
sionalisasi KPH konsep publik, workshop) maupun informal (non
KPH - Kondisi pemungkin (kebijakan)  kedinasan: media cetak, elektronik, diskusi
- Faktor-faktor opetasionalisasi KPH terkait KPH informal)
yang meme- dengan kapasitas SDM dan Adanya - Politik anggaran yang dilakukan pemerintah
ngaruhi efektivitas sistem pengawasan, kondisi melalui pendanaan dati Bappenas dengan
proses kelembagaan KPH, sistem ketidakseim- rambu-rambu “harus di KPH” telah
operasionali- informasi dan pengawasan serta bangan menjadi #7gger bagi akselerasi pembangunan
sasi konsep sistem penghargaan internal KPH. Namun dalam jangka panjang,
KPH - Proses operasionalisasi kebijakan (disonansi)  pemetintah dapat melakukan politik
KPH dipengaruhi oleh: 1) Keterbatasan anggaran ini melalui mekanisme reward system
kejelasan dan ketercukupan pengetahu- - Membangun dan memelihara kepercayaan
kewenangan KPH sebagai an, kapasitas  stake-holders guna mendukung
pengelola hutan di tingkat tapak; SDM, operasionalisasi KPH (komitmen pada
2) legitimasi kebijakan KPH dan keuangan/ tujuan bersama dalam membangun KPH,

hak kelolanya; 3) dukungan
stakeholders terkait legalitas dan
tindakan dan 4) adanya hambatan
psikologis dan #ust

dana, aturan

alokasi kegiatan tepat sasaran dan sesuai
dengan kebutuhan adgprer serta perencanaan
partisipatif

indikatif untuk mengamankan adopsi kebijakan
KPH berdasarkan persepsi stakeholders dalam
operasionalisasinya (Tabel 5).

Persepsi ini merupakan isu strategis yang
harus dikelola guna menyusun strategi yang
relevan. Strategi dapat dipandang sebagai pola
tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan
atau alokasi sumberdaya yang mendefinisikan
bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan
organisasi dan mengapa organisasi melakukannya
(Bryson, 2003).

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kebijakan KPH belum sepenuhnya diakui
(legitimate) oleh stakeholders sehingga berimplikasi
terhadap operasionalisasi di lapangan. Legitimasi
terhadap kebijakan KPH ini terjadi sebagai akibat
dari belum optimalnya proses operasionalisasi
KPH. Operasionalisasi KPH dapat optimal apa-
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bila ada kondisi pemungkin sebagai pendorong-
nya yang meliputi: 1) kapasitas SDM dan sistem
pengawasannya; 2) kelembagaan KPH; 3) sistem
informasi dan pengawasan dan 4) pembiayaan
melalui sistem penghargaan (insentif). Berdasar-
kan hasil analisis terhadap interaksi stakeholders
dapat diketahui bahwa proses operasionalisasi
kebijakan pembangunan KPH dipengaruhi oleh
faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor
internal organisasi yang memengaruhi operasio-
nalissi KPH adalah adanya hambatan psikologis
dan #ust. Faktor eksternal organisasi yang
memengaruhi operasionalissi KPH meliputi: 1)
kejelasan dan ketercukupan kewenangan KPH
sebagai pengelola hutan di tingkat tapak; 2)
legitimasi kebijakan KPH dan hak kelolanya dan
3) dukungan stakeholders terkait legalitas (kebijakan
daerah) dan tindakan (aksi). Strategi indikatif
untuk mengatasi hambatan operasionalisasi KPH
antara lain dengan membangun dan memelihara
kepercayaan stakeholders guna mendukung opera-
sionalisasi KPH (komitmen pada tujuan bersama
dalam membangun KPH, alokasi kegiatan tepat



Proses Operasionalisasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan . . .

sasaran dan sesuai dengan kebutuhan adopter serta
perencanaan partisipatif (participatory planning).

B. Saran

Percepatan operasionalisasi KPH dapat
terjadi jika ada dukungan yang kuat dari Peme-
rintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten beserta
jajarannya sehingga kewenangan KPH dan keje-
lasan hak kelolanya dapat diterjemahkan dan
dipahami dengan baik oleh KPHL/P. Operasio-
nalisasi KPH memerlukan kondisi pemungkin
yang pelaksanaannya perlu ditkuti dengan sistem
pengawasan. Sistem pengawasan dilakukan secara
menyeluruh terhadap semua aspek pengelolaan
hutan, baik fisik maupun non fisik dan akun-
tabilitas publik sebagai tolak ukurnya. Sistem
pengawasan ini diberlakukan terhadap ijin-ijin
yang sudah ada dan diberlakukan juga dalam kon-
teks lalu lintas alokasi anggaran dan penggunaan-
nya. Alokasi anggaran dari Bappenas sebaiknya
dikemas dalam format reward systens untuk opera-
sionalisasi KPH yaitu melalui pemberian insentif
bertahap berdasarkan kesiapan KPH.
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